
 

SALINAN 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  30 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya beban kerja bagi 

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas 

(Plt.), maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan 

tambahan; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan 

penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah; 
  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 

penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 

Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
Negeri; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubang dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 85); 

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 

TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 

TENGAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Peraturan 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 8), 

disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8A 

(1) Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) 

menerima Tambahan Penghasilan tambahan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima 

Tambahan Penghasilan tambahan dengan jangka waktu 

menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender 

sejak diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.). 

(3) Ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan tambahan 

bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. menerima 

Tambahan Penghasilan tambahan sebesar 20% (dua 

puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan 

yang dirangkapnya; dan 
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b. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 

berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang 

merangkap sebagai Plt. menerima Tambahan 

Penghasilan tambahan sebesar selisih antara 

Tambahan Penghasilan pada Jabatan definitifnya 

dengan Tambahan Penghasilan dalam Jabatan yang 

dirangkapnya. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 27 September 2021 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 

ttd 

 

SUGIANTO SABRAN 

 

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 

 27 September 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

NURYAKIN 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 30 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM,  

 

 

 

SARING, S.H., M.H. 

NIP. 19650510 198703 1 003 
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